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ABSTRAK

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada
14 Oktober 2019. Dalam undang-undang tersebut, batas minimal usia perkawinan
berubah, dari usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi
19 tahun bagi keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi
6 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan pendekatan normatif-
yuridis dan sifat penelitian deskriptif-analitik. Studi ini menggunakan sumber data
primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam
kepada enam mahasiswa dari berbagai angkatan di program studi Hukum
Keluarga Islam. Adapun, data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, dan data
yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis data kualitatif menggunakan
metode induktif dengan menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga setuju
dengan adanya perubahan batas minimal usia perkawinan, dari yang mulanya 19
tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, diubah menjadi 19 tahun bagi
keduanya. Alasan dan dasar pemikiran mahasiswa dalam menanggapi perubahan
batas minimal usia perkawinan terbagi ke dalam tiga faktor, yakni kesehatan,
kedewasaan, dan finansial. Pada faktor kedewasaan, mahasiswa berpendapat
bahwa di usia tersebut calon pengantin dinilai sudah memiliki kematangan dalam
perkembangan emosional dan cara berpikirnya. Adapun, pada faktor finansial,
usia 19 tahun sudah menyelesaikan jenjang pendidikan wajib sembilan tahun
sehingga dapat mencari dan memiliki pekerjaan, serta mengelola keuangan rumah
tangga.

Kata Kunci: persepsi mahasiswa, batas minimal usia perkawinan, Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019.



ABSTRACT

The government passed Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law
Number 1 of 1974 concerning Marriage on October 14, 2019. In this law, the
minimum age for marriage has changed, from 16 years for women and 19 years
for men, to 19 years for both. The purpose of this study was to determine the
perceptions of students of the Islamic Family Law study program, Faculty of
Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

This research is included in field research using a normative-juridical approach
and the nature of the research is descriptive-analytic. This study uses primary and
secondary data sources. Primary data was obtained through in-depth interviews
with six students from various batches in the Islamic Family Law study program.
Meanwhile, secondary data was obtained through books, journals, and data
relevant to this research topic. Data analysis uses an inductive method by
analyzing things that are specific to general.

The results of this study indicate that the majority of students of the Islamic
Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga
agree with the change in the minimum age for marriage, from 19 years for men
and 16 years for women, changed to 19 years for both. The reasons and rationale
of students in responding to changes in the minimum age limit for marriage are
divided into three factors, namely health, maturity, and finance. On the maturity
factor, students think that at that age the prospective bride and groom are
considered to have matured in their emotional development and way of thinking.
Meanwhile, on financial factors, the age of 19 years has completed the nine-year
compulsory education level so that they can find and have a job, as well as
managing household finances.

Keywords: student perception, the minimum age for marriage, Law Number 16
of 2019.
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MOTTO
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543/u/1987.Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan Tidak Dilambangkan

< Ba' B Be

< Ta' T Te

& Sa' S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z Ha' h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha' Kh Ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Ze (dengan titik di atas)
0 Ra' R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ya

o= Sad S. Es (dengan titik di bawah)
o= Dad d. De (dengan titik di bawah)
Lk Ta’ t. Te (dengan titik di bawah)
L Za’ z. Zet (dengan titik di bawah)




& ’ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge dan ha
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
8] Nun N En
) Waw W We
o Ha’ H Ha
3 Hamzah ‘ A postrof
¢ Ya’ Y Ya
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
J3 Ditulis Nazzala Ditulis
O Ditulis Bihinna Ditulis
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis:
i Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandan al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.



(NPAN-IUIS Ditulis Karmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah

ditulis t atau h.

Shallsls Ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

: Fathah Ditulis A
J=d Fa’ala
- Kasrah Ditulis I
ok Zukira
2 Dammah Ditulis U
caly Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif Ditulis A
! Pt Ditulis Fala®
Fathah+ ya’ mati Ditulis A
: (sl Ditulis Tansa’
Kasrah +ya’ mati Ditulis I
° s Ditulis Tafsi’li
Dhammah + wawu mati Ditulis U
) Jgeal Ditulis Usulu
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Al
. B Ditulis Az-zuhaili’

Xi



Fathah + wawu mati
il

Ditulis
Ditulis

Au
Ad- daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu

Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
o Sl Ditulis La’insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti hurud qomariyyah ditulis dengan huruf “I”’

oAl Ditulis

Al-Qur’an

bl Ditulis

Al-Qiya’s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

e ladl Ditulis As- Sama’
sl Ditulis Asy-Syams
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya
a5 ally 93 Ditulis Zawi al-furud
aubdal Ditulis Ahl as-sunnah
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J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal
nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,
shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan lain sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan, artinya sebuah perjanjian yang didasarkan atas aspek lahiriah dan
batiniah'. Bahkan Allah SWT menyebut perkawinan sebagai janji yang kuat
(mitsagan ghalizan).? Sejalan dengan itu, perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejak adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
masyarakat sudah menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai pedoman
dalam melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut dalam
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri
sudah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip
bahwa calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad

perkawinan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani).

! Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), him 10.

? Djaman Nur, Figh Munakahat, cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), him 5.



Berkaitan dengan kematangan jiwa dan raga ini, standar yang
digunakan negara Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan adalah
dengan adanya penetapan usia minimal perkawinan. Mengenai minimal usia
perkawinan ini tercantum dalam hal syarat-syarat perkawinan yang harus
dipenuhi bagi setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan sendiri terdapat dalam pasal 6 sampai pasal 12
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai batas minimal usia
perkawinan secara khusus terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan:
“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 Tahun
(sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)
tahun”.

Adanya aturan mengenai batas minimal usia perkawinan tersebut
didasarkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kematangan rohani, dan
kejiwaan. Selain itu, dengan usia minimal tersebut seseorang dianggap cakap
secara hukum dan layak untuk menjalin sebuah ikatan janji berupa
perkawinan. Artinya, seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut
dianggap telah mampu memahami konsekuensi  dilangsungkannya
perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga
yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Undang-Undang
Perkawinan. Sebab, perkawinan bukan hanya semata ikatan lahir, tetapi juga
ikatan batin suami istri dalam suatu persekutuan hidup yang bahagia dan
kekal. Usia perkawinan juga berkaitan dengan kematangan suami istri, untuk

membangun sebuah bahtera keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmabh.



Seiring perkembangan zaman, perbedaan usia minimal perkawinan
untuk pihak wanita dalam pasal tersebut mengalami perubahan. Maka
ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Upaya-upaya pembaharuan usia
perkawinan di Indonesia dinilai penting untuk dilakukan. Pengaturan batas
minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus di dalam pasal 7
ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan
yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak.
Pasal 7 tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan
anak.

Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih di bawah
umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya
upaya yang dilakukan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- X11/2014.

Namun, pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan
menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April

2017 diajukan kembali judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga



orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan
batas usia perkawinan di Indonesia. Melalui upaya yang kedua ini Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk
melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan
bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia “ 16 (enam belas) tahun” Undang Undang
tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Dalam amar putusannya dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
memerintahkan pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan
terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah
menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-
laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan
dilanjutkan pada ayat (2).

Dengan demikian, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman,
maka pembaharuan adalah hal yang lumrah terjadi. Terlebih di bidang hukum

keluarga Islam. Memasuki era modern, negara-negara yang mayoritas



berpenduduk Muslim mulai memperbaharui hukum yang berlaku, sebagai
bentuk upaya perbaikan. Di Indonesia sendiri, telah banyak terjadi
pembaharuan hukum, salah satunya di bidang hukum keluarga misalnya,
menyangkut masalah minimal usia perkawinan seperti yang sudah dijelaskan
di atas.

Namun, yang menjadi sorotan penyusun adalah belum dilibatkannya
mahasiswa sebagai kaum terpelajar dalam pembaharuan hukum tersebut,
terlebih mahasiswa sebagai subjek dan mendapatkan dampak dari peraturan
yang mengalami perubahan. Maka dari itu, substansi dari adanya perubahan
tersebut penting juga mengetahui bagaimana tanggapan atau persepsi
mahasiswa tentang perubahan minimal usia perkawinan. Maka dalam hal ini
penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Persepsi 6 Mahasiswa Program
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan
Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 (Tentang Perubahan UU No 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana persepsi 6 mahasiswa program studi Hukum Keluarga
Islam terkait perubahan batas minimal usia perkawinan dalam UU No

16 Tahun 2019?



2. Bagaimana alasan dan dasar pemikiran 6 mahasiswa program studi
Hukum Keluarga Islam terkait perubahan batas minimal usia

perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan persepsi 6 mahasiswa program studi Hukum
Keluarga Islam terkait perubahan batas minimal usia perkawinan
dalam UU No 16 Tahun 2019.

b. Untuk menjelaskan alasan dan dasar pemikiran 6 mahasiswa
program studi Hukum Keluarga Islam terkait perubahan batas
minimal usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 20109.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu
persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain
itu penelitian ini juga diharapkan berguna dan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan Islam, khususnya dalam
diskursus tentang perkawinan dalam pandangan mahasiswa, serta
memperkaya khazanah Intelektual keislaman di Indonesia khususnya

dalam masalah hukum keluarga perubahan minimal usia perkawinan.



D. Telaah Pustaka

Masalah perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk
dibahas, sebab selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi
dalam ruang dan waktu yang berbeda, termasuk dalam hal minimal usia
perkawinan.

Berdasarkan pengamatan pustaka yang penyusun lakukan, ada
beberapa karya yang sudah diterbitkan terkait perubahan minimal usia
perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019, baik dalam bentuk jurnal
penelitian dan skripsi. Berikut adalah beberapa penelitian yang membahas
tentang UU No 16 Tahun 2019:

Pertama, karya yang ditulis oleh lwan Romadhon Sitorus, Dosen
IAIN Bengkulu, dengan judul “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun
2019 Perspektif Maslahah Mursalah” dalam Jurnal Vol XIII No 2 Desember
2020. Karya Romadhon menyoal tentang usia perkawinan yang ada dalam
UU No 16 tahun 2019 yaitu: berisi laki-laki dan perempuan dengan minimal
berusia 19 tahun. Dikaji dalam perspektif Maslahah Mursalah.® Karya ini
jelas berbeda dengan apa yang penyusun teliti, meski sama-sama mengkaji
usia perkawinan dengan objek sama dalam UU No 16 Tahun 2019, tapi
perbedaannya terdapat dari segi jenis penelitian, penyusun akan melakukan
penelitian lapangan terkait persepsi mahasiswa terhadap perubahan minimal

usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019.

% Iwan Romadhon Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU NO 16 Tahun 2019 Perspektif
Maslahah Murshalah,” Jurnal Nuansa, Vol. 13: 2, (Desember 2020).



Kedua, karya yang ditulis oleh Yuni Harlina dengan judul “Tinjauan
Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No 16 Tahun 2019
Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” dalam jurnal
Hukum Islam Vol 20 No 2 Desember 2022. Karya Yuni berisi tentang alasan
perubahan usia perkawinan di Indonesia yang ditinjau dari hukum Islam.*
Karya Yuni juga berbeda dengan yang penyusun teliti, yang mana penyusun
akan meneliti terkait persepsi mahasiswa terhadap perubahan minimal usia
Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019.

Ketiga, karya yang ditulis Muhammad Fajri dengan judul “Interpretasi
Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, dalam
Jurnal Al-Qadau Vol 7 No 1 Juni 2020.> Karya Fajri juga membahas tentang
batas usia minimal perkawinan, dengan mengkajinya dari perspektif maslahat
dan termasuk ke dalam kajian pustaka. Hal ini berbeda dengan yang
penyusun teliti, penyusun akan melakukan penelitian lapangan terkait dengan
persepsi mahasiswa terkait perubahan minimal usia perkawinan dalam UU
No 16 Tahun 2019.

Keempat, skripsi yang ditulis lhza Kripto Adhela (Fakultas lIimu
Agama Islam UII 2020) dengan judul “Dampak Pemberlakuan Undang-

undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini

* Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No 16
Tahun 2019 Perubahan atas UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),” Jurnal Hukum Islam,
Vol. 20: 2 (Desember 2020).

®> Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif
Maslahat,” Jurnal Al-Qadau, Vol. 7: 1 (Juni 2020).



di Pengadilan Agama Negeri Bali”.° Meskipun jenis penelitian ini adalah

penelitian lapangan dan sama dengan penelitian yang akan penyusun lakukan,
tetapi berbeda dari segi substansi, yang mana dalam karya tersebut berisi
tentang dampak yang terjadi di lapangan ketika diberlakukannya UU No 16
tahun 2019 yaitu dengan meningkatnya permintaan dispensasi pernikahan
dini di Pengadilan Agama Negara Bali. Sementara, penyusun meneliti tentang
persepsi mahasiswa terhadap perubahan minimal usia perkawinan dalam UU
No 16 Tahun 2019.

Kelima, skripsi yang ditulis Nur Iman (FSH UIN Jakarta 2021)
dengan judul “Batas Usia Kawin dalam UU 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik
Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes”.” Karya tersebut meneliti
tentang tingkat praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten
Brebes dengan mengacu pada batas minimal usia perkawinan dalam UU No
16 Tahun 2019. Hal ini jelas berbeda dengan yang penyusun teliti, yang mana
penyusun meneliti tentang persepsi mahasiswa terhadap perubahan minimal
usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019.

Keenam, skripsi yang ditulis Amriana (FSH IAIN Bone 2020) dengan
judul “Tinjavan Hukum Islam Terhadap UU No 16 tahun 2019 tentang

Pernikahan 19 tahun bagi Laki-laki dan Perempuan (Studi Kecamatan

® Thza Kripto Adhela, “Dampak Pemberlakuan Undang-undang No 16 Tahun 2019
Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negeri Bali,” Skripsi tidak
diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

’ Nur Iman, “Batas Usia Kawin dalam UU 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan
di bawah umur di Kabupaten Brebes,”, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
2021.
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Bone)”® Karya tersebut membahas tentang batas minimal usia perkawinan 19
tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang ditinjau dari hukum Islam dan
pandangan masyarakat di Kecamatan Bone. Ini juga berbeda yang penyusun
teliti, yang mana penyusun melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa
terkait perubahan minimal usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 20109.
Ketujuh, skripsi yang ditulis Farhan Fuadi (FSH UIN Sunan Kalijaga
2020) dengan judul “Implikasi UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas
UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara Dispensasi Kawin

% Karya tersebut adalah penelitian lapangan

di Pengadilan Agama Stabat
seperti yang akan dilakukan penyusun, namun berbeda dari segi objek yang
diteliti, yang mana karya tersebut meneliti tentang implikasi dari berlakunya
UU No 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan permintaan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Stabat, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun
adalah tentang persepsi mahasiswa terkait perubahan minimal usia
perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019.

Kedelapan, skripsi yang tulis oleh Zulfa Hafshah (FSH UIN SUKA
2020), dengan judul “Studi Terhadap Pandangan Pegawai Pencatat Nikah

«10

KUA kota Yogyakarta tentang Perubahan batasan Usia Perkawinan*“™" Karya

® Amriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No 16 tahun 2019 tentang Pernikahan
19 Tahun bagi Laki-laki dan Perempuan (Studi Kecamatan Bone),” Skripsi tidak diterbitkan,
Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

% Farhan Fuadi, “Implikasi UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun
1974 tentang Perkawinan terhadap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat,”
Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

10 7Zulfa Hafshah, “Studi Terhadap pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA kota
Yogyakarta tentang Perubahan batasan Usia Perkawinan,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2020.
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tersebut sedikit mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun, yang
mana sama-sama berjenis penelitian lapangan dan meneliti tentang pendapat
seseorang terhadap perubahan minimal wusia perkawinan. Namun,
perbedaannya terletak pada subjek yang digunakan dalam penelitian. Yang
mana karya di atas berisi pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA,
sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah terkait pendapat
mahasiswa terhadap perubahan minimal Usia Perkawinan.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Hotmartua Nasution dengan
judul: “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di
Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”
Fakultas Syariah dan Hukum UIN sumatera utara tahun 2019." Karya
tersebut adalah jenis penelitian pustaka yang mana membahas tentang
pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terkait dengan minimal usia
perkawinan yang terdapat dalam UU No 19 tahun 2019. Sedangkan penelitian
yang akan penyusun lakukan adalah penelitian lapangan dengan melakukan
wawancara terhadap mahasiswa untuk mengetahui persepsinya tentang
perubahan minimal usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019.

Adapun karya yang membahas terkait Persepsi Mahasiswa tersendiri
adalah karya Mona Adria Wirda dkk dengan judul “Persepsi Mahasiswa

Universitas Negeri Medan Mengenai Umur Awal Pernikahan Remaja

! Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan
di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),” Skripsi tidak diterbitkan, Medan: UIN
Sumatera Utara, 2019.
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Perempuan Kurang Dari 20 Tahun™*? karya tersebut menggunakan instrumen
kuesioner dalam mengetahui pendapat mahasiswa terkait dengan umur awal
pernikahan. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun, yang
mana penyusun langsung melakukan wawancara mahasiswa untuk
mengetahui persepsinya terkait perubahan minimal usia Perkawinan dalam
UU No 16 Tahun 2019.

Berdasarkan semua karya di atas baik berupa jurnal dan skripsi yang
telah peneliti baca, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan
penyusun lakukan. Baik dari segi jenis penelitian, beberapa ada yang studi
pustaka. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah studi lapangan,
meski beberapa ada yang sama dari jenis penelitian berupa lapangan, tetapi
berbeda dari segi subjek yang akan dilibatkan dalam penelitian ini. Penyusun
akan melakukan wawancara untuk mengetahui persepsi 6 mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

tentang perubahan minimal usia perkawinan dalam UU NO 16 Tahun 2019.
E. Kerangka Teoritik

Pernikahan diambil dari kata bahasa arab il dan z!s2 yang
mempunyai makna nikah dan kawin*>, Menurut istilah nikah adalah suatu

perjanjian atau agad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk

2 Mona Adria Wirda dkk, “Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Medan Mengenai
Umur Awal Pernikahan Remaja Perempuan Kurang Dari 20 Tahun,” Jurnal Tunas Geografi, Vol.
07: 02, (2018).

13 AW Munaawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet. ke-14
(Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), him. 1461.
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menghalalkan diri berhubungan kelamin yang sebelumnya diharamkan dalam

agama, dengan jalan suka sama suka.* Adapun tujuan dilaksanakannya suatu

perkawinan adalah terwujudnya kesakinahan dalan bingkai keluarga.

Sebagaimana firman Allah Swt.

O dan 5 8350 oS Jaan g Leall 1Sl Wl g 51 oSl (e oS3 318 ) e (1
150y 5 San il ey ol d

Ayat tersebut mengandung sebuah indikasi bahwa tujuan adanya
perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita adalah agar
tercipta sikap kebahagiaan, kecintaan, dan kasih sayang pada semua elemen
keluarga. Sementara dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan
diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan guna
membentuk keluarga yang kekal serta bahagia sesuai dengan sila pertama
yakni Ketuhanan yang Maha Esa.*°

Dalam ketentuan hukum islam memang tidak ada batasan usia dalam
perkawinan, didalam hukum islam dianjurkannya menikah bagi seseorang
yang merasa sudah sanggup untuk menikah hal ini. dijelaskan dalam dalil

syar’i yang terdapat dalam surat An — Nisa’ ayat 6 sebagai berikut:

“Titik Tri Wulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Prenada
Media Group, 2010), him. 102.

> Ar-Ram (30): 21

'® Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).
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V5% 201 540 2l 1580 15 ) agia il b FKHN ) aT 1Y s kil ) sf
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Dari ayat di atas menjelaskan bahwa amanah untuk para wali anak

yatim untuk menjaga harta anak yatim agar diberikan sampai mereka cukup
umur untuk kawin, pesan tersirat dari ayat tersebut bahwa batasan untuk
kawin adalah cukup umur akan tetapi batas cukup umur ini tidak ada patokan

umur, dijelaskan juga pada hadis Rasulullah SAW :
) ey e 4l o 5ty W O i i pin 3500 3 i e
iadls ) ylaill G2 436 | & 5 5ule 5o A8 gl cpa ) N SRR G
alle GEA (3la, AlAE; o 5lally allad iy 2 B, o oA
Islam melarang perbuatan zina dan segala yang mendekatinya, sesuai
dengan salah satu magashid syariah dalam islam yaitu menjaga keturunan
(hifdzu an-nasl) maka dari itu islam sangat menganjurkan para pemudanya
untuk menikah dan melarang perbuatan zina, dari dalil nagli di atas juga

anjuran menikah adalah bagi seseorang yang sudah mampu, dan tafsiran para

ulama’ pun bahwa batasan sudah mampu adalah baligh.
Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai

berikut:

7 An-Nisa (3): 6.

18 Ahmed bin Ali bin Mohammed bin Ahmed bin Hajar Al-Asqalani, Bulugh al-Maram,

(Darul Qabas: Riyadh, 1435 H), him. 374.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian
lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mempelajari latar belakang keadaan, interaksi sosial, individu, kelompok,
lembaga, dan masyarakat secara mendalam.'® Dalam hal ini, penyusun
melakukan penelitian di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analitik. ~ Penelitian  deskriptif-analitik  ditujukan  untuk
memberikan gambaran, meringkas kondisi, situasi, dan fenomena sosial,
kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk deskripsi. Sugiyono
menyatakan bahwa penelitian deskriptif-analitik berfungsi untuk
mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang
telah dikumpulkan. ?° Dalam penelitian ini, penyusun menelaah persepsi
mahasiswa terkait = perubahan minimal usia perkawinan dan
menyajikannya dalam pemaparan deskriptif.
3. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan

normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan

9 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008), him. 4.

% sSugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2011), him. 13.
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hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, undang-undang, asas-
asas hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian

ini.?t

Melalui pendekatan ini, penyusun akan membedah bagaimana
persepsi enam mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai
perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019.

4. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.??> Sumber pertama dalam penelitian ini adalah enam
mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menanyakan pendapatnya
tentang perubahan minimal usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun
2019. Penyusun mewawancarai mahasiswa Hukum Keluarga Islam
dari berbagai angkatan, yakni angkatan 2019-2021, masing-masing
angkatan diambil dua orang untuk menjadi narasumber. Dengan

demikian, jumlah narasumber berjumlah enam orang mahasiswa.

b. Data Sekunder

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13.

22Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 30.
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Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah seperti
buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat
dengan penelitian ini.?® Dalam hal ini beberapa karya tentang UU
No. 16 tahun 2019.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,

antara lain:

a. Wawancara
Untuk mendapatkan data mengenai persepsi mahasiswa, penyusun
melakukan wawancara. Esterberg menyatakan bahwa wawancara
adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide.
Wawancara dilakukan melalui tanya jawab sehingga didapatkan
makna dapat topik yang dibahas. Esterberg juga menyatakan bahwa
wawancara merupakan jantungnya penelitian sosial.** Penyusun
menggunakan pedoman wawancara dan setiap narasumber akan
diberikan pertanyaan yang sama. \Wawancara dilakukan kepada
enam mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Dokumentasi
Untuk memperkuat hasil wawancara, penyusun menggunakan

dokumentasi, yakni mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan

2 pid., him. 30.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, him. 231.
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batas minimal usia perkawinan, baik yang berupa buku, jurnal, mau

pun laporan tertulis lainnya. Sugiyono berpendapat bahwa hasil

penelitian dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya

jika didukung dengan adanya dokumen tertentu.®

6. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif,
dengan mengumpulkan data-data yang bukan angka, akan tetapi
merupakan suatu kalimat-kalimat, catatan foto, rekaman suara dan
gambar.?® Penyusun menggunakan metode induktif untuk melakukan
analisis, yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang
bersifat  umum (pendapat mahasiswa perubahan minimal usia
perkawinan). Kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik

generalisasi atau kesimpulan yang memiliki sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan
Agar penelitian ini terstruktur dan mudah dipahami, maka penyusunan
penelitian akan dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan berikut:
BAB | Pendahuluan, yaitu memuat latar belakang yang meliputi
penjelasan mengapa penyusun melakukan penelitian ini. Selanjutnya terdapat
rumusan masalah, tentang pokok-pokok masalah, dan tujuan dan kegunaan

penelitian. Telaah pustaka membandingkan dengan penelitian terdahulu.

2 1bid., him. 240.

% 1shak, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertas, cet. ke-1
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), him. 102.
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Kerangka teoritik yang menjelaskan tentang analisa masalah yang diteliti.
Metode penelitian terdiri dari: jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan
data dan analisis data. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika pembahasan
untuk memudahkan para pembaca memahami alur penelitian ini.

BAB Il Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Usia
Perkawinan. Penyusun menjabarkan lebih jauh terkait kerangka teori, yakni
pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan,
batas usia perkawinan menurut Fikih dan menurut hukum positif. Penjabaran
ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkawinan serta
sebagau patokan untuk menganalisa data yang telah terkumpu.

BAB |1l Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN
Sunan Kalijaga Terhadap Perubahan Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan
UU No 16 Tahun 2019 (Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan). Penyusun membahas tentang gambaran umum program studi
Hukum Keluarga Islam, persepsi mahasiswa terhadap perubahan minimal
usia perkawinan, serta alasan dan dasar pemikiran mahasiswa. Pada bagian
ini, diterangkan lebih detail tentang segala hal yang didapatkan di lapangan.

BAB IV Analisis Persepsi Mahasiswa Prodi HKI UIN Sunan Kalijaga.
Penyusun menganalisis lebih dalam pendapat mahasiswa terkait perubahan
minimal Usia Perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019.

BAB V Penutup yang mana merupakan bab terakhir dari skripsi ini,
berupa penutup yang berisi beberapa kesimpulan dan saran dalam

pembahasan penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dan uraian secara deskriptif mengenai
“Persepsi 6 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Terhadap Perubahan Batas
Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 (Tentang
Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi enam mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga setuju dengan
adanya perubahan batas minimal usia perkawinan, dari yang mulanya
19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, diubah menjadi
19 tahun bagi keduanya.

2. Alasan dan dasar pemikiran 6 mahasiswa Program Studi Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
dalam menanggapi perubahan batas minimal usia perkawinan terbagi
ke dalam tiga faktor, yakni kesehatan, kedewasaan, dan finansial. Pada
faktor kedewasaan, mahasiswa berpendapat bahwa di usia tersebut
calon pengantin dinilai sudah memiliki kematangan dalam
perkembangan emosional dan cara berpikirnya. Adapun, pada faktor

finansial, usia 19 tahun sudah menyelesaikan jenjang pendidikan wajib
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sembilan tahun sehingga dapat mencari dan memiliki pekerjaan, serta

mengelola keuangan rumah tangga.

B. Saran

Dalam mengerjakan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa karya
tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penyusun akan
memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak:

1. Bagi pihak pemerintah yang berwenang, diharapkan dapat
menetapkan kebijakan mengenai batas minimal usia perkawinan
yang lebih relevan dengan situasi dan perkembangan zaman, serta
memperketat pemberian dispensasi perkawinan demi mencegah
adanya pernikahan anak.

2. Bagi masyarakat, khusushya orang tua untuk memperhatikan
tumbuh kembang anak melalui pembinaanm dan pendidikan agar

tidak terlibat pergaulan bebas.
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